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PEMERINTAH telah mengumumkan

bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri

Sipil (CPNS) formasi tahun 2020 diti-

adakan. Bahkan, moratorium ini dapat

berlanjut hingga 2021 jika situasi pande-

mi Covid-19 belum memungkinkan untuk

penyelenggaraan event besar.

Kebijakan moratorium CPNS tidak

hanya diambil kali ini saja. Tahun 2011

yang lalu pemerintahan juga mengambil

kebijkan moratorium CPNS hingga  2012

dan 2015. Tujuannya adalah untuk mela-

kukan penataan birokrasi melalui pendis-

tribusian pegawai secara proporsional di

semua lembaga.

Moratorium CPNS ini tentu menjadi in-

formasi yang kurang nyaman bagi seba-

gian besar masyarakat khususnya pen-

cari kerja. Disadari, profesi menjadi ASN

saat ini masih primadona. Adanya jamin-

an hari tua berupa pensiun dan an-

tipemutusan hubungan kerja menjadi se-

mangat tersendiri. Belakangan, tren ini

ditambah dengan status kebanggaan

karena mampu memenangkan persaing-

an dari sekian banyak pelamar.

Kesempatan 

Adanya moratorium CPNS setidaknya

mengamanatkan kita untuk meman-

faatkan banyak hal. Pertama, bagi instan-

si daerah, inilah saat yang tepat untuk

memperbaiki dokumen formasi CPNS se-

suai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Moratorium menjadi waktu yang tepat

untuk mengalkulasi ulang komposisi pe-

gawai sehingga usulan formasi nantinya

tepat sasaran. Formasi yang tepat sasar-

an mengindikasikan tidak ada lagi istilah

banyak pegawai namun kurang pegawai.

Daerah perlu melakukan penataan

ulang jumlah dan distribusi PNS-nya ber-

dasarkan data yang akurat, termasuk

asumsi pegawai yang pensiun. Fenomena

mutasi antar daerah khususnya pegawai

yang masih baru sudah selayaknya di-

rem. Mutasi pindah antardaerah tidak

jarang menimbulkan kerancuan dalam

komposisi pegawai yang sudah disusun

sesuai formasi. Mutasi pegawai tidak da-

pat hanya dilihat proses pindah semata

melainkan terdapat peta, posisi, serta se-

baran pegawai yang telah tertata. Melalui

penataan inilah formasi CPNS diberikan

dan didasarkan. Ketika formasi CPNS ini

sudah diberikan maka sudah selayaknya

komposisinya dipertahankan.

Kedua, bagi pemerintah pusat, morato-

rium juga merupakan waktu yang tepat

untuk kontemplasi, mengevaluasi kebi-

jakan yang telah tetapkan. Misalnya ter-

kait dengan proses pengusulan dan pem-

berian formasi CPNS. Proses ini harus di-

lakukan secara tepat. Jenis, jumlah, dan

kualifikasi jabatan yang akan diberikan

harus dapat dipertanggungjawabkan se-

cara substantif. Formasi yang diberikan

harus benar-benar tepat sasaran sesuai

kebutuhan riil di lapangan. 

Waktu moratorium juga harus

digunakan untuk mempersiapkan

mekanisme sistem seleksi yang

kompatibel dengan tanggap daru-

rat Covid-19. Mekanisme pelak-

sanaan seleksi yang manyu-

guhkan tingkat keamanan dan

kenyamanan bagi seluruh unsur

yang terlibat melalui protokol ke-

sehatan yang ketat. Tidak mudah

menjalankan agenda besar yang

melibatkan jutaan peserta di te-

ngah pandemi, inilah tantangan.

Persiapan 

Bagi calon pelamar, masa mora-

torium harus dimanfaatkan untuk

mempersiapkan diri secara opti-

mal. Pengetahuan, mental, dan ke-

sehatan merupakan tiga aspek

penting yang harus secara betul

dipersiapkan. Aspek pengetahuan

terlihat dari kemampuan mengerjakan

soal tes serta kemahiran dalam mem-

proyeksikan soal yang akan muncul. 

Aspek mental juga perlu diasah. Sesiap

apapun amunisi materi yang dikuasai,

hal ini tidak akan berguna jika saat pelak-

sanaan tes tidak optimal. Aspek kese-

hatan juga menjadi kunci. Jika tidak se-

hat atau posisi tidak layak untuk berak-

tivitas secara normal, maka pertempuran

telah usai, kalah sebelum bertanding.

Moratorium CPNS sudah diputuskan

pemerintah. Sikap bijak sudah selayaknya

dikedepankan semua lini dengan meng-

ambil inisiatif sesuai fungsi yang dimiliki.

Moratorium bukan hanya seremonial se-

mata. Moratorium ini perlu disambut de-

ngan penuh kesiapan, menilik mana saja

yang masih belum aman. Sehingga, keber-

adaan moratorium bukan menjadi beban

namun justru peluang. ❑ - o
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Etika Baru dalam Bermedsos
KENORMALAN baru atau new

normal atau sekarang adaptasi ke-

biasaan baru (AKB) merupakan

kehidupan baru yang diharapkan

mampu 'mendamaikan' hubungan

manusia dengan Covid-19 yang

mematikan. Adapun konteks damai

yang dimaksud adalah proses

menjalani rutinitas harian sembari

mematuhi protokol kesehatan.

Salah satu contoh kegiatan yang

mengalami kenormalan baru ada-

lah bermedsos. Sebab selama

pandemi, penggunaan media so-

sial turut terkena dampak dari ge-

lombang baru. Hal ini bisa dilihat

dari survei yang dilakukan Lem-

baga Kantar, di mana penggunaan

aplikasi Instagram mengalami pe-

ningkatan dari minggu ke minggu.

Implikasinya, penggunaan media

sosial ini akan jauh lebih tinggi pa-

da era kenormalan baru.

Apabila laju bermedsos ini tidak

diwaspadai, maka bisa saja sewak-

tu-waktu akan melahirkan 'virus'

penyakit mental. Hasil studi Goa et

al terkait hubungan antara penggu-

naan media sosial dengan kese-

hatan mental selama pandemi me-

nunjukkan bahwa, media sosial

berperan penting dalam mening-

katkan kasus gangguan mental.

Implikasinya, semakin lama meng-

habiskan waktu dalam bermedsos,

maka kasus gangguan mental pun

bertambah semakin pesat. Hal ini

diperparah dengan banyaknya

konten medsos yang berpengaruh

kurang baik terhadap kesehatan

mental. Mulai dari hoaks, rumor,

klaim yang berlebihan hingga ke-

bencian, semuanya sangat ber-

potensi merusak kedamaian ma-

syarakat. 

Jelas perbuatan itu mencer-

minkan etika bermedsos yang ku-

rang baik, lantaran mencela kerja

keras seluruh lapisan masyarakat

dalam menerapkan kenormalan

baru. Dengan demikian, tingginya

kasus kesehatan mental turut men-

jadi faktor terbesar yang menye-

babkan pelonjakan kasus Covid-

19. Guna mewujudkan kesehatan

mental di masa pandemi, maka pu-

blik perlu disejukkan dengan kon-

ten-konten yang bersifat positif.

Etika baru dalam bermedsos se-

jatinya perlu dilaksanakan sepenuh

hati.  ❑ - o

Habibah Auni

Mahasiswa Teknik

Fisika UGM.

Memaksimalkan Kebijakan Pembubaran
PEMBUBARAN 18 lembaga menjadi

cerita unik kebijakan pemerintah di te-

ngah pandemi Covid-19. Melalui Perpres

Nomor 82 Tahun 2020, Presiden menin-

jau bahwa pembubaran kedelapan belas

lembaga tersebut merupakan wujud efek-

tivitas kerja organisasi dan efisiensi

anggaran di masa krisis. Pertanyaan uta-

manya, apakah pembubaran kedelapan

belas lembaga ini sebuah langkah tepat?

Bagaimana agar kebijakan pembubaran

lembaga dapat maksimal di dalam meng-

atasi krisis Covid-19?

Bagaimanapun juga, pembentukan

lembaga-lembaga khusus dimaksud-

kan untuk dapat menyelesaikan masa-

lah. Sebagai contoh, Badan Restorasi

Gambut (BRG), sebuah lembaga yang

berfokus kepada permasalahan ke-

bakaran lahan gambut, sebuah per-

soalan yang selama ini sulit ditangani.

Hasilnya, selama periode pertama

kepemerintahan Jokowi, angka ke-

bakaran lahan gambut menurun

drastis. Paling tidak hal ini menun-

jukkan bahwa penanganan lahan gam-

but lebih efisien dibandingkan dise-

rahkan kepada Kementerian Ling-

kungan Hidup dan Kehutanan. 

Dua Prinsip

Efisiensi lembaga didasarkan dua

prinsip utama, yaitu prinsip struktural

dan prinsip fungsional. Prinsip struktu-

ral berbicara mengenai perampingan

lembaga dengan menitikberatkan kepada

besaran struktur di dalam lembaga.

Artinya, prinsip ini melihat jika struktur

di dalam lembaga semakin banyak dibuat

maka semakin banyak pula tugas, pokok,

dan fungsi yang harus dijalankan oleh se-

buah struktur. Sedangkan prinsip fung-

sional lebih menekankan pada dampak

peningkatan efisiensi kinerja ketimbang

pembubaran struktur. Dalam pandangan

ini, pembubaran lembaga tidak otomatis

meningkatkan efisiensi kerja struktur pe-

merintahan.

Berkaca dari dua prinsip tersebut, ma-

ka sepatutnya publik memperhatikan

prinsip fungsional dalam menilai kebi-

jakan pembubaran delapan belas lemba-

ga, utamanya perihal bagaimana prinsip

fungsionalitas bekerja. Mari kita lihat

dua contoh kasus. Pertama, kita masih

ingat bagaimana kasus sinkronisasi dan

pemuktahiran data orang terdampak

Covid-19. Permasalahan dimulai ketika

data orang terdampak berbasis e-KTP

yang dimiliki pemerintah daerah tidak se-

suai dengan Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial

(Kemensos). Tidak mengherankan apabi-

la terdapat kasus Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan anggota dewan yang terdata

sebagai penerima bantuan sosial ter-

dampak Covid-19 di Provinsi Banten.

Kedua, persoalan pencairan bantuan

sosial Covid-19. Selama krisis Covid-19,

Program Keluarga Harapan (PKH),

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),

dan Bantuan Sosial Tunai (BST) telah

dimaksimalkan untuk memberi bantuan

sosial di tengah masa krisis Covid-19.

Disadari atau tidak, banyaknya program

bantuan sosial tersebut telah menye-

babkan kerja struktur menjadi tidak

efisien. Akibatnya, ada masyarakat yang

menerima bantuan sosial sebanyak dua-

tiga kali, sekali, dan bahkan ada yang ti-

dak menerima sama sekali.

Integrasi

Berkaca pada kedua kasus tersebut, pe-

merintah dapat memaksimalkan konsep

integrasi berbasis isu. Konsep ini tidak

hanya berbicara mengenai lembaga yang

dibentuk ataupun dibubarkan, namun

lebih kepada fungsi yang dibentuk

melalui pendekatan isu. Sebagai contoh,

permasalahan data dapat diselesaikan

dengan integrasi data melalui inisiasi

Satu Data Indonesia (SDI). Inisiasi ini da-

pat dijadikan pijakan tentang bagaimana

pemerintah melakukan efisiensi kinerja

kebijakan berbasis data tunggal yang

kredibel dan transparan. Dengan

adanya data tunggal, skema-skema

bantuan sosial yang membingungkan

masyarakat dapat dilebur menjadi be-

berapa program berbasis kluster isu.

Barangkali langkah tersebut dapat

dilakukan pemerintah untuk mening-

katkan efisiensi kinerja, terutama seba-

gai tindak lanjut kebijakan pembubaran

lembaga. Kebijakan ini harus mampu

tidak hanya mendongkrak perekonomi-

an nasional di masa krisis Covid-19,

seperti tertuang di dalam Perpres, na-

mun juga dapat menjadi tonggak baru

peningkatan efisiensi kinerja pemerin-

tah. Sehingga, apa yang dicita-citakan

kita cita-citakan bersama dapat diwu-

judkan, yaitu membangun pembaharu-

an sistem bahkan setelah Covid-19

berlalu. ❑ - o

*)Satria Aji Imawan MPA,  Asisten

Dosen Pascasarjana Kepemimpinan

dan Inovasi Kebijakan, Universitas

Gadjah Mada.

Satria Aji ImawanPOP dan Makna Memahami Sejarah 
POP tidak semata berasal dari ka-

ta ÔpopulerÕ. Tapi POP ini merupakan

singkatan dari Program Organisasi

Penggerak, yang sedang   sangat

populer. Dan POP sejatinya tidak ter-

kait pelajaran sejarah. Menurut  Ke-

menterian Pendidikan dan Kebuda-

yaan (Kemendikbud), POP adalah

sebagai upaya dalam meningkatkan

kualitas pendidikan.  

Jika kini populer dan menjadi

sorotan publik bukan karena pro-

gram peningkatan kompetensi pen-

didik dan tenaga pendidikan dengan

dana hibah pemerintah bernilai Rp

595 miliar. Bukan karena yang lolos

seleksi akan diberi dana sesuai kate-

gorinya. Untuk kategori Gajah dana-

nya hingga Rp 20 miliar, Kategori

Macan hingga Rp 5 miliar, dan

Kategori Kijang hingga Rp 1 miliar. 

Adalah Persyarikatan Muham-

madiyah yang mengawali pop-

ulernya POP. Karena Persyarikatan

yang didirikan 1912 silam ini merasa

ada sesuatu yang tidak pas dalam

proses seleksi serta kriteria pemilih-

an lolos evaluasi proposal. Dalam

pandangan Muhammadiyah, evalu-

asi tidak membedakan antara

Lembaga CSR yang sepatutnya

membantu dana pendidikan dengan

ormas yang berhak mendapat ban-

tuan pemerintah. Karena itu

Muhammadiyah memilih mundur

dalam keikutsertaan POP. (KR, 23/7) 

Tajam alasan dalam surat pengun-

duran diri yang disampaikan Mu-

hammadiyah. Dengan 30.000 satu-

an didikan yang tersebar di seluruh

Indonesia, Muhammadiyah   berki-

prah mencerdaskan kehidupan

bangsa sejak sebelum Kemerdeka-

an RI. Sehingga tidak pas kalau di-

kompetisikan dengan lembaga baru. 

Bukan bermaksud mengecilkan

makna yang lain. Namun ibarat mem-

bandingkan yang Ôtidak sekelasÕ

adalah tidak pas. Wajar jika muncul

pelbagai pertanyaan,  mengiring surat

pemberitahuan hasil evaluasi pro-

posal POP yang ditandatangani 

Direktur Direktorat Jenderal Guru

dan Tenaga Kependidikan (Dirjen

GTK), Iwan Syahril. Sikap Mu-

hammadiyah kemudian   diikuti Nah-

dlatul Ulama dan disusul Persatuan

Guru Republik Indonesia (PGRI),

yang   merupakan asosiasi pengajar

terbesar di Indonesia. Semua me-

nyatakan mundur (KR, 25/7) Mun-

durnya ketiga elemen besar ini

apakah tidak akan membuat kehi-

langan yang signifikan bagi POP?

Mengingat POP dimaksudkan seba-

gai program peningkatan kompeten-

si pendidik dan tenaga kepen-

didikan.  

Sejarah menunjukkan, selama

seabad Muhammadiyah juga NU

memiliki kekuatan dan telah meng-

gerakkan rakyat untuk menjadi cer-

das dan terdidik, baik lewat pen-

didikan modern ataupun tradisional.

Tak pelak, pakar  politik Fahry Ali dan

Wakil Ketua DPR RI yang juga

Ketua PKB, Muhaimin Iskandar me-

minta Mendikbud belajar sejarah

pengabdian NU dan Muhammadi-

yah di bidang pendidikan.   Muham-

madiyah-NU tentu juga PGRI pasti

tidak ingin diapresiasi berlebihan.

Namun disinilah letak arti penting be-

lajar dan makna memahami sejarah.

Sejarah bukan sekadar menghafal

tahun sebuah peristiwa.   

Mungkin perlu kita ingat dan re-

nungkan pidato terakhir   Bung Kar-

no dalam Peringatan Kemerdekaan

RI 17 Agustus 1966 :  Jas merah, ja-

ngan sekali-kali meninggalkan se-

jarah. Pesan yang menyentuh. Pe-

san yang mengandung makna sa-

ngat dalam. Meski sejarah itu peristi-

wa masa lalu, tetap selalu ada pela-

jaran sangat berharga di baliknya.

Nadiem Makarim berjanji melakukan

evaluasi lanjutan. Namun pengaku-

an Komisi X  DPR yang dikutip pel-

bagai media mengungkap belum

ada payung hukum dan dananya,

tidakkah akan mengancam keber-

langsungan POP. Jadi, akankah

upaya memperbaiki pendidikan di

Indonesia   kembali tertunda? Atau,

jangan-jangan upaya peningkatan

kualitas pendidikan masih sekadar

cita-cita. *** -o
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